



OBJEK  PENELITIAN DAN METODE PENGUMPULAN DATA 
 
III.1 Gambaran Umum Perusahaan 
III.1.1 Sejarah Singkat Perumnas 
 PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk 
Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. 
Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang 
layak bagi masyarakat menengah kebawah. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 
tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan 
sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah kebawah.  
III.1.2 Visi dan Misi Perumnas 
Perumnas memiliki visi “Menjadi Pelaku Utama Penyedia Perumahan dan 
Permukiman di Indonesia” ini memiliki kantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. D.I. 
Pandjaitan Kav. 11, Jakarta 13340. 
Perumnas memiliki misi sebagai berikut : 




b. Memberikan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan melalui layanan 
prima. 
c. Mengembangkan dan menberdayakan profesionalisme serta meningkatkan 
kesejahteraan karyawan. 
d. Menerapkan manajemen perusahaan yang efisien dan efektif. 
e. Mengoptimalkan sinergi dengan Pemerintah, BUMN dan instansi lain. 
III.1.3 Struktur Organisasi Perumnas 
 Struktur organisasi menunjukkan susunan bagaimana pekerjaan dibagi, 
dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Berikut adalah susunan Manajemen 
Dewan Direksi  Perumnas : 
 Direktur Utama     : Himawan Arief Sugoto 
 Direktur Korporasi & Pertanahan  : Sunardi 
 Direktur Produksi    : HM Kamal Kusmantoro 
 Direktur Pemasaran    : Teddy Robinson Siahaan 
 Direktur Keuangan & SDM   : Hakiki Sudrajat 
Struktur organisasi divisi keuangan perumnas: 
 General Manager Divisi Keuangan  : Ria Sande 
 Sekretaris GM Divisi Keuangan  : Asriyanti 
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MD Pendanaan & Pengendalian Anggaran : Arifin Hendaryanto 
MD Akuntansi & Analisa   : Wargana Moesa 
Ahli Manajemen Keuangan Madya  : Yuli    
 Ahli Manajemen Keuangan Muda  : Evi & Nawawi 
 Ahli Perpajakan Muda   : Adeng Rachmat 
Pengatur/D3     : Nilam, Ferry & Anggi 
 Koordinator Laporan Keuangan  : Enda Zahra 
 Staf Pendanaan & Pengendalian Anggaran : Yohana & Dodi Pratama 

























Divisi Keuangan Perumnas 
  




III.1.4 Mekanisme Administrasi serta Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 
Pada Perumnas 
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Perumnas yang merupakan Badan 
Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang penyediaan perumahan dan permukiman 
bagi masyarakat di Daerah Pabean, Perumnas wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak 
karena perusahaan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan 
peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Perumnas adalah Pengusaha Kena 
Pajak yang melakukan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak kepada dan/atau dari objek Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 2 (1) 
Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007.  
Perumnas dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 1985 dan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Nomor Pokok Pengusaha Kena 
Pajak (NPPKP) 01.001.670.7-051.000. Perumnas menyetorkan pajaknya ke kas Negara 
melalui Bank persepsi (Bank yang memiliki kerjasama dengan Direktorat Jenderal 
Pajak) dan melaporkan kegiatan perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha 
Milik Negara (KPP-BUMN) di Kalibata, Jakarta Selatan. 
Bagian-bagian dalam perusahaan yang terkait dengan mekanisme administrasi 
dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai ialah : 
1. Bagian Penjualan 
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Bagian penjualan berperan untuk menyerahkan barang/jasa serta pembuatan 
Faktur Pajak Penjualan. Bagian ini memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan 
kebenaran dan kelengkapan data-data yang telah diberikan dalam bentuk Faktur Pajak. 
2. Bagian Akuntansi 
Bagian akuntansi memiliki tugas dalam mencatat segala transaksi yang terjadi 
berdasarkan Faktur Penjualan, Faktur Pembelian dan Faktur Pajak kedalam buku besar 
perusahaan. 
3. Bagian Perpajakan 
Bagian ini bertugas mengisi dokumen-dokumen yang terkait dengan kewajiban 
perpajakan, menyampaikan laporan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Tugas bagian pajak ini termasuk 
didalamnya menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya 
Pajak Pertambahan Nilai apakah kurang atau lebih bayar dan membuat dokumentasi 
untuk menjadi laporan pertanggungjawaban. 
 III.I.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Sistem Pajak Pertambahan Nilai 
  Kantor Regional dan Kantor Cabang 
1. Kantor Regional yang mencakup dibawahnya kantor-kantor Cabang 




2. Regional dan Cabang wajib menggunakan NPWP, NPPKP dan 
alamat Kantor Pusat atas penerbitan Faktur Pajak. 
3. Regional dan Cabang wajib menggunakan kode dan nomor seri yang 
telah ditetapkan sesuai urutan. 
4. Regional wajib membuat laporan rekapitulasi Pajak Keluaran dan 
Pajak Masukan serta copy bukti Faktur Pajak Keluaran dan Faktur 
Pajak Masukan dari setiap cabang sebagai lampiran setiap bulannya. 
5. Regional wajib mengirim laporan rekapitulasi setiap bulannya ke 
Kantor Pusat. 
6. Copy laporan rekapitulasi yang telah ditandatangani diberikan kepada 
Bagian Akuntansi Kantor Pusat untuk dilakukan rekonsiliasi serta 
penyesuaian dengan data Laporan Keuangan. 
7. Regional dan Cabang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 
Pajak Pertambahan Nilai dan keabsahan bukti pajak tersebut. 
8. Regional dan Cabang wajib membantu sepenuhnya dalam 
pelaksanaan pemeriksaan pajak, baik yang dilaksanakan Kantor 
Pusat, Kantor Pelayanan Pajak setempat maupun KPP-BUMN. 
9. Kepala Regional dan Cabang bertanggung jawab atas laporan 





1. Menerima dan memvalidasi laporan SPT Masa PPN beserta bukti 
yang diterima dari Regional dan Cabang. 
2. Melakukan input data dan konsolidasi SPT Masa PPN. 
3. Melaporkan SPT Masa PPN ke KPP-BUMN paling lambat akhir 
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir setiap bulannya. 
4. Melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP-
BUMN. 
5. Melaporkan copy SPT Masa PPN dan pembetulan SPT Masa PPN ke 
Bagian Akuntansi untuk dilakukan rekonsiliasi dan penyesuaian 
dengan Laporan Keuangan. 
6. Melakukan evaluasi atas laporan SPT Masa PPN Regional dan 
Cabang dan bukti pendukungnya. 
7. Menginformasikan kembali hasil evaluasi SPT PPN Regional dan 
Cabang kepada masing-masing Regional dan Cabang. 
8. Melakukan restitusi PPN apabila terjadi lebih bayar ke KPP-BUMN. 
9. Menyiapkan data dari Regional dan Cabang sebagai pendukung 
pemeriksaan pajak oleh KPP-BUMN. 
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III.1.5 Prosedur Administrasi serta Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada 
Perumnas 
 Untuk menjaga agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar dan 
tepat waktu, maka dibuat suatu prosedur sistem pajak pertambahan nilai yang harus 
diketahui oleh karyawan yang bekerja di bidang perpajakan. Informasi yang perlu 
diketahui oleh manajemen perusahaan antara lain: 
1. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemasok dan 
pembeli. 
2. Jumlah kuantitas dan nilai nominal penjualan menurut jenis produk atau 
jasanya. 
3. Jumlah kuantitas dan nilai nominal pembelian menurut jenis produk atau 
jasanya. 
4. Besarnya Pajak Masukan yang dipungut oleh perusahaan dan Pajak 
Keluaran yang dibayarkan perusahaan. 
5. Otoritas pejabat yang berwenang. 
Dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan untuk mendukung sistem 
Pajak Pertambahan Nilai adalah: 
1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai 
2. Faktur Pajak 
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3. Laporan Pajak Masukan 
4. Laporan Pajak Keluaran 
5. Surat Setoran Pajak 
6. Bukti Penerimaan Surat 
Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai: 
1. Departemen akuntansi menerima lapporan-laporan Pajak Keluaran dan Pajak 
Masukan dari setiap Regional sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
2. Laporan dari setiap Regional dilakukan penggabungan sesuai dengan jenisnya. 
3. Memasukkan data tersebut ke dalam format SPT Masa PPN standar dari Kantor 
Pajak. 
4. Membuat bukti pembayaran kekurangan PPN. 
5. Setelah dilakukan pembayaran atau penyetoran, melaporkan SPT Masa PPN ke 
Kantor Pelayanan Pajak BUMN. 
Yang bertanggung jawab atas prosedur administrasi Pajak Pertambahan Nilai Perumnas 
ialah: 
a. Kantor Pusat: General Manager Pengembangan Usaha, General Manager 
Pemasaran, General Manager Pertanahan, General Manager Pembangunan, dan 
General Manager Umum. 
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b. Kantor Regional: General Manager Regional dan Manajer Keuangan Regional 
Perumnas  
III.1.6 Bidang Usaha dan Jenis Produk 
 Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil memberikan 
kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan kota-kota baru yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha 
nasional, Perumnas mempunyai 7 Wilayah usaha Regional I sampai dengan VII dan 
Regional Rusunawa. 
 Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh Perumnas yang meliputi : 
a. Produk Perumahan 
PERUMNAS terus berusaha menghasilkan produk perumahan yang layak dan 
terjangkau. Pesona Metropolitan – Bekasi, Grand Cilegon – Cilegon, Bumi 
Parung Panjang – Parung Panjang, Bogor, Mutiara Sanggraha – Jakarta, Permata 
Regency – Banjarmasin, Kalimantan, Bumi Teluk Jambe – Karawang dan Zona 
Neighbourhood – Malang 
b. Produk Rusunami (Rumah Susun Hak Milik) 
PERUMNAS menata kota, membangun Rusunami. City Park – Cengkareng, 
Bandar Kemayoran – Kemayoran, Jakarta, Tanjung Pura – Batam, Malaka Green 
– Jakarta, Center Point – Bekasi, Sentra Timur – Pulo Gebang, Jakarta dan 
Tanjung Piayu – Batam 
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c. Produk Rusunawa (Rumah Susun Sewa) 
PERUMNAS pengelola Rusunawa terbaik. Rusunawa Pulogebang – Jakarta, 
Rusunawa Pasar Jumat – Jakarta, Sindang Koja – Jakarta dan Universitas 
Hasanuddin – Makassar 
III.2 Metode  Pengumpulan Data 
 Untuk mengetahui prosedur penerapan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
pada Perumnas dalam memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak, maka penelitian ini 
menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, metode studi 
kepustakaan, metode dokumentasi dan metode wawancara untuk membantu kelancaran 
proses penelitian. Metode tersebut, yakni : 
a. Metode observasi atau pengamatan lapangan 
Kegiatan observasi atau pengamatan ini dilakukan secara langsung ke Kantor 
Regional II Perumnas dan memperoleh informasi dari Bagian Keuangan, 
khususnya di bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk mendapatkan data dan 
informasi secara akurat mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan. 
b. Metode studi kepustakaan 
Pengumpulan bahan-bahan, materi-materi, data-data dan informasi yang 
diperoleh dari buku-buku dan jurnal terkait dengan penelitian dan digunakan 
sebagai acuan kepustakaan. 
c. Metode dokumentasi 
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Penelusuran atas dokumen-dokumen sebagai bukti transaksi atau kegiatan 
penelitian seperti peminjaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 
Nilai, Bukti Penerimaan Surat, Surat Setoran Pajak, Faktur-faktur Pajak 
Masukan maupun Keluaran selama tahun 2009, 2010 dan 2011, serta dokumen 
pendukung lainnya berkaitan dengan tujuan penelitian. 
d. Metode wawancara 
Pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang bertujuan untuk 
mendapatkan informasi dan keterangan mengenai perusahaan untuk keperluan 
proses penelitian. 
